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Pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, dalam pengambilan 
kredit adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan 
perorangan. Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fidusia jaminan dalam 
pemberian kredit di BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta melalui dua hal yaitu 
mekanisme pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia dan penyelesaian kredit 
bermasalah dengan jaminan fidusia tersebut. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah yuridis empiris. penelitian ini penulis menggunakan data 
primer, sekunder, dan tersier.metode pengumpulan data menggunakan teknik 
pengumpulan data library research (studi kepustakaan), studi lapangan yang 
terdiri dari observasi dan wawancara. Metode analisis data menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif. Pelaksanaan prosedur perjanjian kredit dengan jaminan 
fidusia telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 




The granting of credit should be based on the principle of prudence, in the credit 
collection of the guarantee either in the form of guaranteed material and personal 
guarantee. One kind of material security is fiduciary guarantee. This study aims to 
find out how the fiduciary guarantee in the provision of credit in BPR Bina 
Langgeng Mulia Surakarta through two things namely the mechanism of credit 
financing with fiduciary guarantee and the settlement of non-performing loans 
with fiduciary guarantee. The method used in this research is empirical juridical. 
This study used primary, secondary, and tertiary data. Data collection methods 
used library data collection techniques (library studies), field studies consisting of 
observations and interviews. Methods of data analysis using qualitative 
descriptive techniques. The implementation of credit agreement procedure with 
fiduciary guarantee has been executed correctly in accordance with the prevailing 
laws and regulations. 
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1. PENDAHULUAN 
Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan 
nasional. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan suatu 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Pembangunan secara berkesinambungan, baik pemerintah maupun badan hukum 
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memerlukan dana yang besar. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ada 
dua makna tentang bank yaitu bank bertugas menyalurkan dana kepada 
masyarakat dan menghimpun dana dari masyarakat.
1
Kredit berarti kepercayaan 
seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank. Menurut hukum barang tersebut 
sudah menjadi miliknya sejak saat diserahkan kepada si pembeli, meskipun 
harganya belum dibayar, sebab menurut hukum yang menentukan pindahnya hak 
milik atas suatu barang yang dijual adalah penyerahan itu.
2
 
Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan pada hakikatnya yang 
terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Unsur 
kredit adalah kepercayaan, waktu, tingkat resiko dan prestasi. Pemberian kredit 
harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, dalam pengambilan kredit adanya 
jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Salah satu 
macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Menurut pasal 1 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
3
 : Fidusia adalah pengalihan hak 
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 




Dalam fidusia, keamanan kreditur yang piutangnya dijamin, terhadap si 
debitur cukup terjamin karena ia, kreditur memegang titelnya pemindahan milik, 
ditambah dengan adanya ancaman pidana terhadap debitur, jika ia berani menjual 
barang itu kepada orang lain, tetapi keamanan terhadap kreditur-kreditur lain 
masih kurang terjamin, karena tidak adanya publisitas tentang hak milik secara 
kepercayaan yang diperolehnya atas barang-barang jaminan itu. 
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Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud 
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai 
guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada penerimaan fidusia terhadap kreditur lainnya.
6
  
Usaha BPR menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 
Perbankan meliputi : (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan berupa deposito berjangka atau tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu; (2) memberikan kredit; (3) menyediakan pembiayaan 
bagi nasibah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan dalam peraturan pemerintah; (4) Menetapkan dananya dalam bentuk 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposit berjangka, sertikitat deposit, dan / atau 
tabungan pada bank lain. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai mekanisme 
pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 1999 dan penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor 
dengan jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini dilakukan dikarenakan Bank 
Perkreditan Rakyat Bina Langgeng Mulia Surakarta bekerja sama dengan dealer 
Ramayana Motor Surakarta. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut : (1) Apakah mekanisme pembiayaan dengan jaminan fidusia sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999? (2) Bagaimana penyelesaian 
kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor di BPR Bina Langgeng Mulia 
Surakarta? Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 
(a) Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dengan jaminan fidusia (b) Untuk 
mengetahui penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor. 
Selanjtunya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (a) 
Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya 
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dan hukum perdata dan jaminan pada khusunya. (b) dapat memperkaya referensi 
dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang mekanisme pembiayaan kredit dan 
penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor dengan jaminan 
fidusia di BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta. 
2. METODE 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
hukum yuridis empiris.
7
 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
empiris atau sosiologis. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
8
 Penelitian 
ini dilakukan di BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan data primer, sekunder, dan tersier.metode pengumpulan 
data menggunakan teknik pengumpulan data library research (studi kepustakaan), 
studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Metode analisis data 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Mekanisme Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BPR Bina Langgeng 
Mulia Surakarta 
Adapun tahapan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia 
berdasarkan wawancara terhadap terhadap Kepala HRD dan Umum pada BPR 
Bina Langgeng Mulia Surakarta yaitu Indriatno, BSc, SE, M.Si pada hari 




Tahap Permohonan Kredit Dalam tahapan permohonan kredit, yang 
harus dilakukan oleh debitur adalah mengisi form permohonan kredit. Isi dari 
form permohonan kredit adalah adalah: Identitas Pemohon, yang terdiri dari: 
Nama lengkap (sesuai KTP), Masa Berlaku (Tgl/Bln/Thn), Tempat dan 
tanggal lahir :  Agama, Status Perkawinan, Jenis kelamin, Nomor Kartu Tanda 
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Penduduk, Pekerjaan, Alamat tempat tinggal, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, 
Kota, Lama Tinggal (Bln/Thn), Status Rumah, Nomor Telepon Rumah, 
Nomor HP, Pendidikan Terakhir 
Jumlah pinjaman yang diminta Data Pekerjaan dan Penghasilan Utama, 
yang terdiri dari: Nama Perusahaan, Alamat perusahaan, Kota, No. Telp, 
Status, Sejak Tahun, Bagian/Jabatan, Pendapatan Per Bulan, Jenis usaha, 
Lama Usaha, Status kepemilikan, Alamat tempat usaha, No. Telp, Pendapatan. 
Identitas keluarga, yang terdiri dari: Nama istri atau suami, Nomor KTP, 
Tempat Lahir, Tanggal lahir, Masa Berlaku KTP, Pekerjaan 
Dalam keadaan darurat, keluarga yang tidak serumah yang bisa 
dihubungi : Nama, Alamat, Pekerjaan, No. Telp, Hubungan  
Pernyataan Permohonan Pengajuan, Tanda tangan pemohon, suami atau 
istri pemohon dan kepala desa setempat. 
Setelah mengisi form – form tersebut, debitur / nasabah juga harus 
menyiapkan persyaratan lain seperti yang diatur oleh BPR Bina Langgeng 
Mulia Surakarta. Syarat-syarat pengajuan permohonan kredit secara umum 
adalah: Fotokopi KTP Suami – istri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi buku 
nikah/akta nikah/akta cerai, Fotokopi sertifikat, Rekening 
listrik/PDAM/Telepon asli, Fotokopi PBB Terbaru, Fotokopi STTS Terbaru, 
Fotokopi BPKB, Fotokopi STNK Terbaru, Slip Gaji (PNS/Karyawan), Surat 
Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha (Wiraswasta), Fotokopi 
Rekening Koran/Tabungan 3 bulan terakhir, Dokumen Penunjang Lainnya  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam mengajukan sebuah kredit, 
seorang nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak 
BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta, terutama dalam mengajukan kredit 
dengan objek jaminan fidusia, hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak 
bank untuk memberikan penilaian kepada nasabah apakah nasabah tersebut 
pantas untuk menerima kredit dari pihak bank atau tidak.  
Setelah semua syarat kredit terpenuhi oleh pihak debitur, maka 
selanjutnya pihak BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta akan meregister 
permohonan pengajuan kredit untuk diproses.  
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Tahap selanjutnya adalah tahap analisa kredit, BPR Bina Langgeng 
Mulia Surakarta akan melakukan analisa terhadap persyaratan-persyaratan 
yang diajukan oleh debitur. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah 
persyaratan yang diajukan oleh debitur sudah lengkap atau belum. Dalam 
menganalisa kredit, BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta berpegang pada 
prinsip 5 C. 
BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta dalam memberikan kredit harus 
melihat sifat atau watak dari calon debitur. Hal ini bertujuan memberikan 
keyakinan pada bank, apakah sifat atau watak dari calon debitur dapat 
dipercaya. Keyakinan tersebut dapat tercermin dari latar belakang pekerjaan 
maupun yang bersifat seperti cara-cara hidup yang dianutnya, keadaan 
keluarga, hoby dan jiwa sosial.  
Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini, BPR Bina 
Langgeng Mulia Surakarta harus melihat calon debitur dari kemampuan 
nasabah dalam mengelola bisnis dan laba, kemampuan ini dihubungkan 
dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam 
mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya calon debitur 
dalam mengembalikan kreditnya.  
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat 
dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti 
dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.  
Kondisi disini adalah kondisi ekonomi. BPR Bina Langgeng Mulia 
Surakarta harus melihat kondisi ekonomi calon debitur masa sekarang maupun 
mendatang untuk menilai kesanggupan calon debitur dalam membayar kredit.  
Jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang diberikan calon nasabah 
baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi 
jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan 
kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang 
dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
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Berdasarkan wawancara terhadap Kepala HRD dan Umum pada BPR 
Bina Langgeng Mulia Surakarta yaitu Indriatno, BSc, SE, M.Si pada tahap ini 
yang dilakukan yaitu kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau 
berbagai objek yang akan dijadikan jaminan kredit dengan jaminan fidusia 
dari calon debitur.  
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit dapat 
diberikan atau ditolak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Jika 
diterima akan diberikan surat persetujuan permohonan kredit yang 
disampaikan secara tertulis kepada debitur dengan mencantumkan ketentuan 
sebagai berikut: Identitas debitur, Plafon kredit, Bunga kredit, Jangka waktu 
kredit, Provisi kredit, Biaya administrasi, Angsuran kredit, Jenis kredit, 
Tanggal akad kredit 
Tahap Pembuatan Perjanjian Kredit Setelah permohonan kredit 
disetujui, debitur kemudian menghadap ke bagian Account Officer untuk 
membuat perjanjian kredit. Surat perjanjian kredit yang sering digunakan oleh 
BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta adalah perjanjian kredit dibawah tangan 
yang disahkan oleh notaris. Surat perjanjian kredit memuat hal-hal sebagai 
berikut: Identitas debitur, Fasilitas pinjaman, Jangka waktu kredit, Bunga, 
provisi dan biaya, Pembebanan biaya, Pembayaran angsuran pinjaman, Denda 
keterlambatan, Pelunasan sebelum jatuh tempo pinjaman, Keadaan ingkar 
janji, Agunan kredit, Pengalihan agunan, Domisili hukum yang berlaku , 
Tanggal akad kredit. 
Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia Perjanjian fidusia merupakan 
perjanjian accesoir (perjanjian ikatan yang artinya perjanjian accessoir tidak 
mungkin beridir sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan 
perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang). Berdasarkan wawancara 
terhadap Kepala HRD dan Umum pada BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta 
yaitu Indriatno, BSc, SE, M.Si pada hari senin tanggal 29 januari 2018 
diperoleh keterangan bahwa barang-barang yang dapat difidusiakan adalah: 
Kendaraan bermotor Kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan 
mobil yang dijaminkan, kedudukannya tetap di tangan pemohon kredit, namun 
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surat kepemilikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor diharuskan untuk 
berada di tangan BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta.  
Alat-alat pertanian yang dapat difidusiakan seperti mesin-mesin 
produksi, mesin pengolahan yang mempunyai nilai ekonomi tertentu. 
Setelah penandatanganan perjanjian kredit dengan pihak BPR Bina 
Langgeng Mulia Surakarta, maka nasabah melakukan penyerahan jaminan 
kepada pihak bank. Debitur tidak boleh menjual atau memindahtangankan 
barang jaminan kepada orang lain selama kredit belum lunas. Pembebanan 
jaminan fidusia yang dilakukan dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh 
notaris, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: Hari dan 
tanggal waktu pembuatan akta, Identitas para pihak, Data perjanjian yang 
dijamin secara fidusia, Uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, 
Nilai jaminan, Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, Identitas 
saksi 
Telah sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Akta Jaminan Fidusia sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat: Identitas pihak Pemberi 
dan Penerima fidusia, Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, Uraian 
mengenai benda yang menjadi obyek fidusia, Nilai penjaminan, dan Nilai 
benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 
Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia di BPR Bina Langgeng Mulia 
Surakarta telah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Pembebanan Benda dengan jaminan 
fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan 
akta jaminan fidusia”. 
Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Benda 
yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pada BPR Bina 
Langgeng Mulia Surakarta telah melaksanakan pendaftaran terhadap jaminan 
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fidusia pada BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta menyerahkan pendaftaran 
jaminan fidusia kepada notaris yang telah ditunjuk oleh pihak bank.  
3.2 Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pembiayaan Kredit Motor 
Proses pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia di BPR Bina Langgeng 
Mulia Surakarta cukup mudah untuk dilakukan. Namun kadangkala dalam 
pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini mengalami berbagai 
permasalahan-permasalahan. Berdasarkan wawancara dengan admin kredit 
BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta yaitu Seftiana, M.Ad pada hari Senin, 
tanggal 29 Januari 2018 pukul 10.00 WIB, permasalahan yang timbul dalam 
pemberian kredit dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:
12
 
Terdapat tunggakan angsuran  Dengan demikian jelas bahwa BPR Bina 
Langgeng Mulia Surakarta telah mengalami kesulitan dalam memperoleh 
kembali pelunasan kredit yang telah diberikan. Oleh karena itu, bank harus 
melakukan upaya untuk mendapatkan kembali pelunasan kredit yang telah 
diberikan tersebut. Upaya pertama yang dilakukan oleh pihak bank adalah 
menghubungi pihak nasabah melalui telepon atau sms. Apabila masih tidak 
dihiraukan maka pihak bank langsung melakukan tindakan on the spot, 
pengecekan data dari awal, apakah terdapat masalah atau kendala. Selanjutnya 
apabila nasabah masih susah untuk dihubungi maka pihak bank akan 
memberikan surat-surat sebagai berikut: Surat peringatan, Surat panggilan, 
Somasi satu (1), Somasi dua (2), Somasi tiga (3) . 
Dalam hal surat peringatan sampai dengan somasi terakhir yang telah 
disampaikan oleh bank kepada debitur tidak diperhatikan, maka bank akan 
memanggil debitur. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengadakan wawancara 
dengan debitur sehinga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh 
debitur yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran angsuran kredit, 
dengan demikian dapat diketahui apakah kredit tersebut bermasalah karena 
kesengajaan dari debitur yang memang tidak mau melunasi kreditnya atau 
karena hal lain diluar kekuasaan debitur.  
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Obyek fidusia menghilang Apabila objek fidusia tersebut hilang, maka bank 
bekerja sama dengan pihak asuransi. Pihak dari bank menelusuri terlebih 
dahulu apa yang menyebabkan objek jaminan fidusia tersebut menghilang 
kemudian baru mengkalim kepada pihak asuransi. Apabila objek fidusia 
tersebut hilang pihak nasabah harus tetap bertanggungjawab dan melunasi 
hutangnya terhadap bank. 
Objek fidusia dialihkan atau dijual Apabila terjadi objek fidusia tersebut 
dialihkan atau dijual pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan bank, maka bank 
dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya 
mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila 
perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Hal ini didasarkan pada sifat 
lembaga jaminan yang bersifat mendahului.  
Apabila pihak debitur tidak mengakui dan tidak menunjukkan objek 
jaminan yang telah dialihkan atau dijual kepada pihak lain, maka bank 
melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan. Bank dalam 
pemberian fasilitas kredit mempercayakan kepada debitur untuk memakai 
kendaraan tersebut digunakan sesuai dengan fungsinya. Debitur diwajibkan 
memelihara dan dilarang untuk mengalihkan kendaraan bermotor tersebut 
kepada pihak lain.  
Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, yang mengatakan bahwa: 
Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggandakan, atau menyewakan 
kepada pihak lain, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak 
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dari Penerima Fidusia.  
Eksekusi objek jaminan fidusia haruslah dengan mempertimbangkan rasa 
moral, yang sebelumnya dilakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan 
menjelaskan kembali subtansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitur.  
Nilai transaksi barang berubah Jaminan fidusia diberikan atas dasar 
kepercayaan, yang dipegang pihak bank adalah hak miliknya bukan bendanya. 
Pemberian kredit dengan jaminan fidusia sangat beresiko apabila jangka waktu 
kreditnya panjang. Sebab bila jangka waktunya panjang, maka nilai transaksi 
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barang dari tahun ke tahun akan menurun sehingga harga barang tersebut 
menjadi murah. Hal ini akan menjadi masalah ketika debitur wanprestasi 
ternyata pada saat benda tersebut dijual harganya menjadi rendah sehingga 
tidak dapat menutupi kekurangan hutang dari debitur.  
Terhadap permasalahan ini seharusnya kredit dengan jaminan fidusia 
diberikan untuk kredit dengan jangka waktu pendek dan menengah agar nilai 
transaksi tidak terlalu menurun. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Pelaksanaan prosedur timbulnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di 
BPR Bina Langgeng Mulia Cabang Surakarta telah dilaksanakan dengan 
benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari 
pengajuan kredit, keputusan kredit hingga pembuatan perjanjian kredit telah 
dilaksanakan dengan prosedur-prosedur yang telah disesuaikan peraturan 
umum BPR Bina Langgeng Mulia Cabang Surakarta dan dibantu oleh notaris 
dalam pembuatan perjanjian jreditnya. Pendaftaran jaminan fidusia yang 
dilaksanakan oleh BPR Bina Langgeng Mulia Cabang Surakarta telah 
dilaksanakan dengan baik langsung pada saat pencairan kredit. 
Permasalahan yang timbul, pertama, terdapat tunggakan angsuran 
penyelesaiannya adalah menghubungi pihak nasabah. Lalu on the spot, 
selanjutnya apabila nasabah masih susah untuk dihubungi maka pihak bank 
memberi surat peringatan. Terakhir tindakan pemanggilan nasabah. Kedua, 
obyek fidusia menghilang penyelesaiannya mengklaim pihak asuransi dan 
nasabah tatap melunasi hutangnya. Ketiga, objek fidusia dialihkan atau dijual 
penyelesaiannya akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang 
selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan. Keempat, 
nilai transaksi barang berubah penyelesaiannya kredit dengan jaminan fidusia 
diberikan untuk kredit dengan jangka waktu pendek dan menengah agar nilai 





4.2 Saran  
Ditujukan kepada pihak BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta. 
Pertama, mempermudah prosedur pembiayaan kredit agar masyarakat lebih 
mudah memahami, Kedua, dalam memutuskan suatu pemberian kredit 
hendaknya diadakan seleksi terhadap calon debiturnya dengan benar dan teliti, 
apakah sesuai dengan prinsip perkreditan guna pengamanan kredit yang 
diberikan, Ketiga, Bank hendaknya melakukan pengawasan secara terus-
menerus sehingga dapat berjalan dengan efektif dalam mengurangi kredit 
bermasalah, Keempat, Bank sebaiknya lebih hati-hati dan selektif dalam 
pemberian kredit kepada nasabah, dan disertai pengamatan jaminan kredit 
yang sesuai dari nasabah agar dapat meminimalisasi adanya permasalahan 
kredit dan menghindari bank dari kepailitan.   
Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah 
ini kepada: Pertama, Sujarwanto dan Siti Khotijah selaku kedua orang tua 
yang selalu mendo’akan, memberikan dukungan dan semangat dalam 
pembuatan karya ilmiah ini. Kedua, kakak Dr. Ahmad Hati Nurwanto yang 
telah mendo’akan, memberi dukungan dan semangat kepada saya untuk 
menulis karya ilmiah ini, Keiga, ibu Mutimatun Niami, SH. M.Hum selaku 
dosen pembimbing pembuatan dalam karya ilmiah, yang telah memberikan 
nasihat, dan saran agar penulisan ilmiah ini menjadi lebih baik. Keempat, 
teman yang selalu memberi doa, dukungan, semangat, dan saran dalam 
penulisan karya ilmiah ini.  
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